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                   ABSTRACK 

Lembaga keuangan syari’ah, sebagaimana Lembaga Keuangan 
Konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah lembaga 
perantara (intermediare), berposisi sentral di antara pemilik dana, 
dan pengguna dana, antara pembeli dan penjual dan sebagainya. 
Namun demikian lembaga ini mempunya peran yang sangat 

penting dan strategis dalam menunjang perekonomian umat, khususnya 
umat muslim sebagai warga mayoritas di Indonesia. 1 

 
Ciri utama perbankan yang 

dijalankan dengan konsep syari’ah 
dan sekaligus membedakannya 
dengan perbankan konvensional 
adalah fasilitas pembiayaan yang 
berbasis pada untung rugi (lost 
and profit sharing) dengan tanpa 
memungut keutungan berupa 
bunga sebagaimana yang lazim 
dikenal dalam perbankan 
konvensional. Dasar hukum bagi 
operasional perbankan syari’ah 
termasuk produK-produk hukum 
yang dikembangkan diatur dalam 
Undang-undang Nomor 10 tahun 
1998 tentag perubahan atas 
Undang-undang Nomor 7 tahun 
1992 tentang perbankan dan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 

 
1 Dawam Raharjo, Menegakkan SYari’at Islam di Bidang EKonomi, dalam Adiwarman A. Karim, Bank Islam 

Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 26.  

7/46/PBI/2005 akad Penghimpun-
an dan Penyaluran Dana Bagi Bank 
yang Melaksanakan Kegiatan 
Usaha Berdasarkan prisip syri’ah. 
Khusus mengenai akad 
musyarakah  pengaturannya juga 
dapat dilihat dalam fatwa Dewan 
Syari’ah Nasional No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Musyarakah. Keberadaan 
Pembiayaan syariah yang dikenal 
sebagai bagian dari unit usaha 
bisnis perbankan Islam (UUS) telah 
menunjukkan perkembangan yang 
signifikan, hal ini dapat kita lihat 
dari statistik pertumbuhan 
pembiayaan Syariah yang 
dikeluarkan Bank Indonesia (BI), 



 

 

sejak tahun 2011 
hingga Juni 2015, 
menampilkan Jari-
ngan dari 161 Kantor 
Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah 
(BPRS) berkembang 
menjadi 433 jumlah 
kantor.2 Statistik ini 
memperlihatkan per-
kembangan pem-
biyaan berbasis 
syariah, sehingga 
secara kuantitas 
semakin banyak 
akad yang terbit atas 
produk usaha yang 
terjadi antara bank 
pembiayaan syariah 
(BPS) dengan mas-
yarakat pelaku bisnis. 
Meningkatnya hu-
bungan hukum yang 
terjadi di lingkungan 
bisnis berbasis syari-
ah sedikit banyak 
akan berpengaruh 
pula terhadap ke-
mungkinan timbul-
nya konflik antara 

 
2 Bank Indonesia, 

Statistik Perbankan Syariah 

(Islamic Banking Statistics) – 

Juni 2015, 

http://www.bi.go.id/id/statistik/

perbankan/syariah/Documents/

SPS%20Juni%202015.pdf hlm 

1 – 2, di akses tanggal 20 

November 2015. 
3 Muhammad, 

Menejemen Bank Syari’ah 

(Yogyakarta : UPP AMD 

YKPN, tt), hlm. 309-317. 

Resiko tersebut meliputi : 

Resiko kredit (credit risk/ 

defauld risk) merupakan resiko 

perbankan syariah dengan nasabah sebagai 
pengguna jasa perbankan. 

Konflik dalam aktivitas perbankan syariah, 
terjadi karena adanya perubahan dalam prestasi 
dan konflik merupakan prilaku bersaing antara 
dua orang atau lebih. Konflik terjadi ketika dua 
orang atau lebih berlomba untuk mencapai 
tujuan yang sama atau memperoleh sumber 
yang jumlahnya terbatas. Timbulnya konflik 
merupakan pertanda akan adanya krisis dalam 
hubungan manusia, dan tindakan yang harus 
dilakukan untuk mengatasi konflik itu adalah 
mengadakan usaha untuk memperbaiki 
hubungan tersebut. 

Terjadinya konflik di bidang pembiayaan 
syari’ah, secara umum berkaitan erat dengan 
resiko dalam bisnis (business risk). Dan resiko 
(risk) pada dasarnya merupakan tingkat 
ketidakpastian mengenai suatu hasil/ proyeksi 
keuntungan yang diperkirakan atau diharapkan 
akan diterima oleh bank sebagai salah satu 
bagian unit bisnis.3 Sungguh pun akad 
kontraktual berbasis Syari’ah telah dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip 
Syari’ah, namun dalam aplikasinya tidak 
menutup kemungkinan terjadinya sengketa 
antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

akibat kegagalan atau ketidak mampuan kreditur untuk mengembalikan 

jumlah pinjaman beserta nisbah (margin) sesauai dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan; Resiko investasi (investment risk) berkaitan dengan 

kemungkinan terjadinya kerugian akibat penurunan nilai pokok dari porto 

folio surat berharga ; Resiko likuiditas (liquidity risk) yaitu resiko yang 

mungkin dialami oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan 

lekuiditasnya dalam rangka memenuhi kpermintaan kredit dan semua 

penarikan dana oleh peabung pada suatu waktu; Resiko oprasional 

(operating risk) yaitu berkenaan dengan kemungkinan kerugian dari 

operasi bank bila terjadi penurunan keuntungan yang disebabkan struktur 

biaya operasional bank, atau karena terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan 

produk-produk baru yang diperkenalkan; Resiko penyelewengan (fraud 

risk) yaitu resiko yang berkaitan dengan kerugian-kerugian dikarnakan 

ketidak jujuran, penipuan, moral hazart; Resiko fudisia (fiduciary risk) 

yaitu yang timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa dengan 

bertindak sebagai wali amanat, baik untuk individu maupun badan usaha. 

http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015.pdf
http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015.pdf
http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015.pdf


 

 

Sengketa merupakan kelan-
jutan dari konflik. Maksudnya 
adalah sebuah konflik akan 
berubah menjadi sengketa bila 
tidak dapat terselesaikan. Konflik 
dapat diartikan “pertentangan” 
diantara para pihak untuk 
menyelesaikan masalah yang 
kalau tidak diselesaikan dengan 
baik dapat mengganggu hubung-
an diantara mereka. Sepanjang 
para pihak dapat menyelesaikan 
permasalahannya dengan baik, 
maka sengketa tidak akan terjadi. 
Namun, bila terjadi sebaliknya, 
para pihak tidak dapat mencapai 
kesepakan mengenai solusi 
pemecahan permasalahannya, 
maka sengketalah yang timbul.4 

Ilmu tentang bagaimana 
penyelesaian sengketa telah 
berkembang sedemikian rupa, 
perkembangan ini juga menuntut 
lembaga penyelesaian sengketa, 
dalam hal ini lembaga peradilan, 
untuk terus melakukan inovasi 
guna memberikan pelayanan 
hukum kepada masyarakat 
pencari keadilan, yang salah 
satunya melalui mediasi dalam 
sistem peradilan (court annexed 
mediation), utamanya dalam 
sengketa dibidang pembiayaan 
syariah yang secara normatif 
yuridis telah menjadi kompetensi 
absolut Pengadilan Agama. 

 
4 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelsaian 

Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti), hlm. 1-2 

Eksistesi lembaga penyelesai-
an sengketa dalam aktvitas 
pembiayaan syariah perlu 
termaktub dalam setiap 
kontraktual berbasis syariah ini 
berhubungan erat dengan 
perlindungan secara hukum bagi 
pelaku bisnis dalam pembiayaan 
syariah, baik itu dari pihak 
perbankan, maupun nasabah. Dan 
salah satunya penyelesaian 
sengketa melalui lembaga 
mediasi. 

Melalui abstarksi ini, penulis 
akan mengulas tentang eksistensi 
lembaga mediasi dalam aktivitas 
pembiayaan syariah, sebagai 
suatu usaha perlidungan yuridis, 
baik secara litigasi maupun non 
litigasi, dalam aktivitas pembiaya-
an syariah dewasa ini. Analisa 
terhadap eksistensi mediasi ini 
dilakukan guna mengetahui 
efektifitas mediasi dalam 
penyelesaian perihal potensi konflik 
pembiayaan syariah yang 
berhubungan erat dengan adanya 
resiko dalam aktivitas pembiayaan 
syariah, sehingga dengan 
penyelesaian konflik secara baik 
dan transparan serta bertanggung 
jawab (akuntabilitas), akan 
meminimalisir terjadinya sengketa 
dalam aktivitas pembiayaan 
syariah. 


